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PERATURAI\ PRtrSIDEN ITIIPUBLII{ INDONtrSIA

NOMOI{ 26 TAIIUN 2OO7

TENTANG

TUNJAN GAN JAI}ATAN STRUI(TURAL

DENGAN ITAI-IMAT TL]IIAN YANC; MAHA ESA

PRESIDEN IttIP UBI_,I T( INDONtrSIA.

bahrva untuk rtrelal<sauakatt ketentuan Pasal l7 Peraturan Pernerintah

Nomor 100 'fahtrn 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

I)alarn Jabatan Struktural sebagainrana telah cliubah dengal Peraturan

Pemerintah Nomor 13 f'ahuu 2002, clipandang perlu menetapkan

Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan struktural;

l. Pasal 4 ayat ( I ) undang-undang Dasar Negara Republik

Talrun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun lg74 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lg7 4

Nomor 55, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3041) sebagaitnana telah cliubah dengan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republil< Indonesia

Tahun 1999 Notnor 169, T'anrbahan Lembaran Negara Republik

Inclonesia Nomor 3 890);

3. Peraturatr Pettrcrintah Nomor 7 Tahurt 1977 tentang Peraturan Gaji

Pegarvai Negeri Sipil (l,embaran Negara l{epublik Iudonesia

Tahtrn 1977 Notnor 1 l, fambahan Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nonror 3098) sebagairnarla telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peratureur Pernerintah Nouror g Tahun 2007
i

(Lernbarln Negara llcpublik Indonesia Tahun2007 Nomor 25);

4. Peraturan...
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4. Peraturan Penrerintah Nornor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalarn Jabatan Struktural

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor lg7,

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 401 g),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor l3

Talrun 2002 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2002

Nomor 33, farnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4l9D;

MEMUTUSKAI'{:

PERATURAN PITtrSIDEN TIINTANG TUN.IANGAN JABATAN
STRUKTURAL.

Pasal I

Kepada Pegawai Negeii Sipil yang diangkat clan clitugaskan secara

penuh clalarn fjabatan s*uktural diberikan tunjangan jabatan struktural

setiap bulan.

Pasal 2
i

Besarnya tunjangan jabatan struktural sebagaimana dirnaksud dalam

Pasal I adalah sebagaiffrana tercanturn dalarrr Larnpiran Peraturan

Presiden ini.

Pasal 3

(1) Tunjangan jabatan struktural sebagairnana clirnaksud dalarn Pasal

Menetnpkan :

2, diberikan terhitung nurlai tanggal I Januari 2007 .

(2) Sejak ...
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(2) Sejak rnulai tanggal pernberian tunjangan sebagaimana dimaksud

pada ayal (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima

tunjangari jabatan struktural berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural,

kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan

jabatan struktural.

Pasal 4

Pemberian tunjangan jabatan struktural dihentikan apabila Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana diuraksud dalarn Pasal 1, diangkat dalam

jabatan fungsional atau karena hal lain yang ,o.ngukibatkan pernberian

tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perunclang-

undangan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan

Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan

Kepegar,vaianl Negara, rbaik secara bersarnatsalna maupun sendiri-

sendiri menurut bidang tugasnya nrasing-rnasing.

Pasal 6

Presiden ini, maka Peraturan Presiden

Tunjangan Jabatan Struktural, dicabut

Dengan berlakunya Peraturan

Nornor 3 Tahun 2006 tentang

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7 ...
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Pasal 7

Peraturan Presiden ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

iil
Ditetapkan di Jakarta I

pada tanggal l9 Juni 2007

PRESIDEN REPUB T-IK INDONESIA.
rtd.

DR. I-I. SUSIO BAMBANG YUDHOYONO

dengan aslinya

[aris I(r,binet
ukum,

. Nahattands
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TAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLII( INDt)NESIA
N0M0R : 26 Tahun 2007
TANGGAL : 19Juni2007

TUNJANGAN JABATAN STRUI(TUBAt

ES EL() N BESAR TUNJANGAN

Rp 5.500.000,00

Rp 4.375.000,00

II A Rp 3.250.000,00

Rp 2.025.000,00

Rp 1.260.000,00

Rp 980.000,00

Rp 540.000,00

Rp 490.000,00

Rp 360.000,00

ffi:
t'$
i rri
IU)

\.+^\
i. r-75,-r-.--t
\v8trt< t

PRESIDEN REPUBLIK IND(]NESIA,

ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONI]

uai dengan aslinya

retaris Kabinet

g Hukum,

/-'
k V. Nahattands


